
BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 15 TAHUN 2021

SALINAN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang : a.

b.

Mengingat 1.

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4355);

bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 104 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pemhangiman .Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Keija Pemerintah Daerah, RKPD
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimhangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Keija
Pemerintah Daerah Tahun 2022;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

5. Peraturan Preskien Nomor 59 Tahun 2017 tenlang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

6. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2021 tentang
Rencana Keija Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefïkasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Keija
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor
500);



12. Peraturan Gubemur Lampung Nomor Tahun 2021
tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun
2022 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2022 Nomor );

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2017 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 9
Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor
152).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus Urusan Pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
Sendiri herdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kcwenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan Kepala Daerah.

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan hidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon An^aran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran Perangkat Daerah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tabiman Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran RPJMD.
(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah;
c. rencana keija dan pendanaan untuk jangka waktu

1 (satu) tahun; dan
d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan

dampak pandemi corona virus disease 19 di
daerah.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada RKP Tahun 2022, program strategis
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
RKPD Provinsi.

(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), RKPD Tahun 2022 memuat urusan kesatuan
bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah.

Pasal 3

Rancangan akhir RKPD Tahun 2022 dijadikan sebagai
bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
RKPD Tahun 2022.



Pasal 4

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
digunakan sebagai bahan evaluasi dan menjadi dasar
penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan
sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

(1) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, Kinerja dan Program yang dituangkan
dalam RKPD.

(2) Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) RKPD memuat kegiatan dan sub kegiatan yang
berasal dari seluruh Rencana Kerja Perangkat Daerah
yang mempedomani pada Rencana Strategis Perangkat
Daerah dan RPJMD.

(3) Penyusunan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub
kegiatan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur perencanaan pembangunan dan
keuangan daerah.

Pasal 6

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dicantumkan dengan sistematika sebagai berikut

BABI : PENDAHULUAN
BABII : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
bab m : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN

DAERAH
BABIV ; SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH
BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DAERAH
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH
BAB Vil : PENUTUP

(2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana temantnm dalam I-ampiran yang
merupakan bagjan yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal: 1 Juli 2021

BUPATI PRINGSEWU „

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal: 1 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR $>5

Salinan sesuai dengati asLinya

MP. 19870212 201001 1 005


